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KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
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-

Nomor . M83%.1 /PR.01.01/05/2015 g8 Mei2015
Lampiran : satu berkas
Hal : Penyampaian Rencana Kerja (Renja) K/L

Mahkamah Konstitusi TA 2016

Yth. 1. Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas
2. Bapak Menteri Keuangan
di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S-288/MK.02/2015 dan Nomor: 0082/M.PPN/04/2015
tanggal 15 April 2015 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2016, bahwa Mahkamah Konstitusi mendapatkan alokasi Pagu Indikatif Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp.250.368.908.000,-.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Rencana
Kerja (Renja) Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan

terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

~ Laed_—

Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si. §?

oy NIP 19631025 198802 1 001

Tembusan Yth.:

. YM. Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi;

. YM. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;

Bapak Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas;
. Bapak Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas;

. Bapak Nirektur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

Bapak virektur Hukum dan HAM Bappenas;

. Bapak Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas.
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FORMULIR 1
PENJELASAN UMUM
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016

1.Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

. Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Konstitusi yang

2. VISI " Independen, Imparsial, dan Adil

1. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung

3. MISII Penegakan Konstitusi

2 .Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional
Warga Negara

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L

Meningkatnya Pelay P Perkara dan Administrasi
Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitus:

Indeks Pelayanan Penanganan Perkara B0

Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara 70
Lainnya vang diputus

Presentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU 100
Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU
Bupati dan PHPU Walikota yang diputus

02 Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi 15.382.0
vang berbasis Teknologi | i dan K ikasi
Indeks Aksesibilitas 8S
03 Meningkatnya Pengetal dan Pemak Masyarakat mengenm 183028
Nilai-Nilai Pancasila dan Norm K dalam Kehid

Bermasyarakat, Berbangsa dan Bemegara

5. Program dan Pendanaan

Program Duk Manaj dan Pelal Tugas Tekms 147.764.4 1 | 0] 147.764,4 | 163.082,8 | 1954109 | 197.315,6
Lamnnya Mahkamah Konstitus RI

02 Program Perungkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mzhkamah 153820 0,0 0,0 00| 153820 49867.5| 411626 357054
Konstitusi RI

06 Program Penanganan Perkara Konstitus: 689199 0,0 0,0 00| 689198 739386 | T9ROT3 | 947408

07 Program Peningk Pemah Hak K | Wargs Negara 18,3028 0.0 0.0 00| 183028 321153 | 392628 | 365922

Jakarta, 08 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga

§ehemris Jenderal

U

Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si. T
Y NIP. 19631025198¢ 121001




FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016

1.Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

1.Meningkatnya Pelayanan Penanganan Perkara dan Administrasi Peradilan

% Samaran Suateghs dalam Penanganan Perkara Konstitusi

2 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan
Perkara Konstitusi

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

3. Program * Mahkamah Konstitusi RI

4. Unit Organisasi : Mahkamah Konstitusi RI

] Meningkatnya Pelay A i Umum dalam Penanganan 1219923
Perkara Konstitusi
Predikat Capaian Kinerja Lembaga B
Nilai Pelak Reformasi Birol A h K 75
Opini Laporan Keuangan WTF
Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai Baik (mla: 76)
Indeks Layanan Admimistrasi Umum Skor 60
Deviasi antara pagu dan realisasi penyerapan 5%
P b dasi hasil peng; dan 4 4 35%
vang ditindaklanjuti
02 | Meningkamya peran Mahkamah K dalam pembahasan berbagm 25772,1
150 g £ impl prinsip negara hukum yang
demokratis di berbagsi forum i ional, baik dalam lingkup regional
maupun global
Tingkat Keikutsertaan dan Inisiatif MK dalam berbagai forum
internasional

18.225.3

3366 | Pel kat, Hukum dan Kerj TU 32,1560 0,0 0,0 0.0 321560 352629 | 205731

Pimpinan dan PrvTuLel, TU Kepaniteraan dan Risalsh

28908 30642 40033

3367 | Penyusunan Rencana Kerja A | Penga 1 31426 0,0 0.0 0.0 31426
Organisasi dan Tata Laksana

K shtanggaan, P d F } Arsip, 603148 0,0 o0 00| 603148| 647087 | 722705 | 799069

3369 | Pengelol
dan Ekspedisi

848133 | 928323

5238 | P lolaan Keuangan, Admini Hakim dan Kepegawaian 52.151,0 0,0 52.151,0| 772580

Jakarta,08 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Jenderal
-

T Ul

Dr. Janediri M. Gaffar, M.Si.
NIP:196310251988021001



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016

1.Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

1.Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang
berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

3. Program ; ;P{liogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi

2. Sasaran Strategis

4. Unit Organisasi : Mahkamah Konstitusi RI
5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(1KP)

i

Meningkatnya duk

berbasis Teknologi
Tingkat Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi dan 80%
Komunikasi dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi
Indeks Kepuasaan Pengguna Aplikasi Sistem Informas 80%
Tingkat Pemanfaatan Sarana dan Prasarana %

Peningkatan Sarana dan

Prasarana

Pengadaan Peralatan Gedung dan Perlengkapan Gedung

Jakarta,08 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Jenderal
-

T Ll

Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si.
W NIP:196310251988021001



FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016

1.Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

1.Meningkatnya Pelayanan Penanganan Perkara dan Administrasi Peradilan

A usavan Strategie dalam Penanganan Perkara Konstitusi

2 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan
Perkara Konstitusi

3. Program : Program Penanganan Perkara Konstitusi
4. Unit Organisasi : Mahkamah Konstitusi RI

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kin

ingkatnya pel. P I perkara dan adminitrasi peradilan §9.220,7
dalam penanganan perkara konstitus
Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Skor §5
Presentase Jumish Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya 0% )
yang diputus
Persentase Jumlzh Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden 100%
dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati dan PHPU
Walikota
02 ghatnya kap gaan ME dalam melaksanakan 9.699,1
kewenangan konstitusionalnya
Persentase penyelesaian Kajpian Perkara >B5%
Persentase Penelitian lentang Perkara Konstitusi, Hukum dan 100%
Tata Negara
Persentase tersusunnya usulan rancangan undang-undang MK 50%
Jumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi 2FMK

Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, PHPU Presiden A 845858
dan Wakil Presiden, PHPU Gubemur, PHPU Bupati, PHPU Walikota

dan Perkara Lainnya

Jakarta,08 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Jenderal
LN

T Lamed —

Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si. ?
« NIP. 196310251988021001



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016

1.Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

1. Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-
Nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan

Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
: Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

2. Sasaran Strategis

3. Program
4. Unit Organisasi : Mahkamah Konstitusi R1

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

18,302,8

E
|
|
I

Jakarta,08 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Jenderal

L

ERVYY) S

Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si. %
Y NIP:196310251988021001



FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016

1.Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

2 PYoSHiD . Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- * Mahkamah Konstitusi RI

1.Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dalam Penanganan Perkara

3.8 P T
ARAralLLtegram Konstitusi

2.Meningkatnya peran Mahkamah Konstitusi dalam pembahasan berbagai
isu strategis mengenai implementasi prinsip negara hukum yang
demokratis di berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional
maupun global

. Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama, TU Pimpinan dan

4. Kegiatan " Protokol, TU Kepaniteraan dan Risalah

5. Unit Organisasi : Biro Humas dan Protokol

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

Layanan Hubungan Masyarakat, TU
Pimpinan dan Protokol
Tingkat Layanan Hubungan 65
Masyarakat
02 | Terselenggaranya Kerja Sama Dalam 7 Paket 257731
dan Luar Negen
Persentase MOU/SPK vang 100
ditindaklanjuti
03 | Lavanan Pengelolzan Perpustakaan & Kegiatan 6530
Tingkat Layanan s
Perpustakaan
4 | Layanan Informasi Penanganan 12 Bulan 746
Perkara Konstitusi
Presentase tersusunnya 100
laporan layanan informasi
penanganan perkara konstitusi
05 | Layanan Perkanioran 12 Bulan 20093
Layanan
Tingkat Layanan TU 65
impinan dan Protokal

7. Rincian Kegiata

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

[mhan=2016

01 | Layanan Hut Masyarakat, TU Pimp dan 7 Paket 54470 | 7 Paket 7 Paket | 7 Paket 57738 120, 54874
Protokol
Publikasi Konstinesi dan MK 2 FARNE ] 42236
Pengeloloan Keh dan Kep kel 3 1609 482.8
Pelay Data, Derk . K kas darn 2 2233 A446,6
Informasi kehumasan




umber Pendanaan

Pengelolaan Pusar Sejarah Konstinsi dan MK 1 294,0 2940
02 | Terselenggaranya Kerja Sama Dalam dan Luar Negen 7 Paket 257721 | 6 Paket 7Paket | 6Paket | 11.4585 | 28.090,0 | 12.969.8
Penyelenggaraan Kerjasama Dalam Negeri 2 31458 6.291,7
Penvelengparaan Kerfasama Luar Negeri 4 46955 187819
Perremuan Koordinasi Fakulras Hukum dan Pusat | 6985 G98.5
Kafion Konstitust
03 | Layanan Pengelolaan Perpustakaan 8 Kegiatan 6530 3 3 3 6922 7338 T8
Kegiatran | Kegiatan | Kegiatan
Pengelolaan Perpusiakaan 3 1343 4028
Publtkast Perpustakaan Konstitust 5 50,0 250,2
04 | Layanan Infi i P 1 Perkara K 12 Bulan 74,6 | 12 Bulan 12 12 790 LER] BEE
Bulan Bulan
O { Layanarn Informasi Penang, Perkara 12 6,2 74,6
Konstitusi
05 | Lavanan Perkantoran 12 Bulan 209,3 | 12 Bulan 12 12 2218 235.1 2493
Layanan Layanan | Bulan Bulan :
Layanan | Layanan
Penyelenggaraan Operasional dan Pemelih 12 174 2093
Perkantoran

Layanan Hubungan Masyarakat, TU Pimpinan dan
Protokol
Publikasi Konstitust dan MK BLK 42236 0,0 0,0 0.0 42236
4.2236 0,0 00 0,0 42236 | Pusat
Fengeloiaan Ket dan Keprotokol: BLK 4828 0,0 0,0 a0 4828
4828 0.0 0.0 o0 4828 | Pusat
Felayanan Data, Dokumentast, Komunikas don BLK 46,6 0,0 0,0 0.0 46,6
Infarmast kehumasan
46,6 a0 0,0 00 4466 | Pusat
Pengeloiaan Pusat Sejarah Konstirusi dan MK BLK 2940 0,0 0.0 0o 2940
294.0 0,0 0.0 00 294,0 | Pusat
02 | Terselenggaranys Kerja Sama Dalam dan Luar 257721 0.0 0,0 0,0] 257121
MNegen
Penyelenggaraan Kerjasama Dalam Negeri BLK 6.291.7 0.0 0.0 00 6.291,7
62917 0,0 0.0 0.0 6.291,7 | Pusat
Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri BLK 18,7819 0.0 00 0,0 18.781.9
187819 0.0 0,0 00 18.781,9 | Pusat
Pertemuan Koordinas: Fakultas Hulum dan BLK 6985 0.0 0.0 0.0 6985
Pusat Kajian Konsiitusi
6985 0.0 0.0 0.0 698,5 | Pusat
03 | Layanan Pengelolzan Perpustakaan 653,0 0.0 0.0 00 653.0
Pengelolgan Perpustakaan BLK 4028 0.0 0.0 00 4028
402.8 0.0 0.0 0,0 4028 | Pusat
Publikast Perpustakaan Konstinesi BLK 250,2 0.0 0,0 00 2502
2502 0.0 0.0 00 250,2 | Pusal
04 | Layanan Informesi Penanganan Perkara Konstitusi T4.6 0.0 0.0 0.0 746
Opera: ! Layanan I Penang BLK T4.6 00 0.0 0.0 T4.6
Perkare onstinsi




Perkantoran

746 0.0 0,0 0.0 74,6 | Pusat
05 | Layanan Perkantoran 2093 0.0 0,0 00 2093
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan BLK 209.3 0.0 0.0 0.0 2093

atau PDN

Tahun 2

Layanan Hubungan Masvarakat, TU
Pimpinan dan Protokol
Publikasi Kenstirusi dan MK KE 0.0 [1X1] 0000 00-(K)- 00 0.0 0.0
0000 [LELY
Pengelolaan Kehumasan dan KE 0,0 00 00-00- 00-400- 0.0 0,0 0.0
Keprotokolan 0000 0000
Pelayanan Data, Dokumerniasi, KE 0.0 0.0 0040 0000 00 0,0 0.0
Komunikas dan Informasi 0000 0000
kehumasan
Pengelolaan Pusar Sejarah KE 00 0.0 00-00- 00-00- 0,0 0,0 0,0
Konstirusi dan MK 0000 0000
02 | Terselenggaranya Kerja Sama 0.0 0.0
Dalam dan Luar Negen
Penyelenggaraan Kerjasama KE 0,0 0,0 00-00- 00-00- 0.0 0,0 0.0
Dalam Negeri 0000 0000
Penyelenggaraan Kerjasama KE 0.0 0.0 00-00- 00-00- 0,0 0,0 0.0
Luar Negeri 0000 0000
Pertemuan Koordinasi KE 0.0 0,0 00-00- O0-00- a0 a0 00
Fakultas Hulum dan Pusai (00 0000
Kajian Konstinus
03 | Layanan Pengelolaan Perpustakaan 0,0 0,0
Pengelolaan Perpustakaan KE 0.0 0.0 00-00- 0000~ 0.0 00 0.0
(000 0000
Publikasi Perpustakaan KE [X1] 001 00-00- 00-00- o0 a0 a4
Konstinusi 0000 0000
(4 | Lavanan Informasi Penanganan 0,0 0.0
Perkara Konstitusi
Operasional Layanan KE 0.0 00| 00-00- 00-00- 0.0 0.0 0.0
Informasi Penanganan 0000 0000
Perkara Konsfinusi
05 | Lavanan Perkantoran 00 0.0
Penyelenggaraan Operasional KE 0,0 00| 00-00- 00-00- 0,0 0,0 0,0
dan Pemeliharaan 0000 (000
Perkantoran

“P NIP. 196310251988021001

Jakarta, 08 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Jenderal
.

Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si. 4



FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016

1.Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

i * Mahkamah Konstitusi RI
3. Sasaran Program I.Menm_gka_tnya Pelayanan Administrasi Umum dalam Penanganan Perkara
Konstitusi
4. Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi
dan Tata Laksana
5. Unit Organisasi : Biro Perencanaan dan Pengawasan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

Rencana Kerja dan Anggaran
Dokumen
Persentase Tersusunnya 100 1
Dokumen Perencanaan
Prorgam Kerja dan Anggaran
Presentase Ketepatan Wakiu 85
Penyelesaian Revisi Program
Kerja dan Angparan
02 | Informast Capaian Kinerja dan 47 Laporan 2652
Angearan
Persentase tersusunnya 100
Laporan Capaian Kinerja dan
Anggaran
03 | Hasil Pengawasan dan Pemenksaan 20 Laporan 6826
Admunistrasi Umum dan Admini
Y ustisial
Persentase Tersusunnya 100
Laporan Pengawasan dan
Pemeriksaan Admunistrasi
Umum dan Administrasi
Yustisial
Persentase Tersusunnya 100
Pedoman Administrasi Umum J
dan Administrasi Yustisial
(4 | Penataan Organisasi dan Tatalaksana 4 Dokumen 1555 -
serta Reformasi Birokrasi
Persentase tersusunnya 100
Dokumen Penataan Orgarusas:
dan Tata Laksana, serta
Reformas Birokrasi

7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

13 13 2.161.6 | 22913 | 2.808,9

01 | Rencana Kerja dan Anggaran 13 Dokumen 20393 13
Dokumen | Dokumen | Dokumen
Penyusunan Rencana Kerfa dan Anggaran 39 523 20393
02 | !uformas: Capatan Kinerja dan Anggaran 47 Laporan 2652 47 47 47 281,1| 2980 3159

Laporan | Laporan | Laporan




Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 10 26,5 265,2
03 | Hasil P 1gawasl dm_._ ik Admini Umum 20 Laporan 6826 18 1% 20 2833 3002]| 5933
dan Admimistrasi Y ustisial Laporan | Laporan | Laporan
Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan 14 48.8 6826
04 | Penataan Organisasi dan Tatalaksana serta Reformas: 4 Dokumen 1555 4 4 4 1648 1747 2852
Birokrasi Dak Dol Nl
Pelak Reformast Rirok 3 248 495

01 | Rencana Kerja dan Anggaran 20393 0, 0.0 20393
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BLK 20393 0,0 00 a0 20393
20393 0.0 0.0 00 20393 | Pusat
02 | Informasi Capaian Kinerja dan Anggaran 265.2 0,0 o0 a0 2652
Evaivasi Pelaksanaan Keglatan dan Anggaran BLK 2652 0,0 o0 0,0 265,2
265,2 0,0 00 a0 2652 { Pusal
o3 Hasil Penga dan F ik A 6826 0.0 00 0.0 6826
Umum dan Administrasi Yustisial
FPenyelenggaraan Peng dan F k BLK 6826 0,0 0,0 0,0 682.6
6EZ,6 0.0 0.0 0,0 6R2,6 | Pusal
04 | Penataan Organisasi dan Tatalakeana serta 1555 0,0 00 060 1555
Reformasi Birokrasi
Pelaksanoan Reformasi Birokras BLK 45,5 0,0 00 0.0 495
49,5 0.0 0.0 0.0 495 | Pusat
Penyempurnaan Manajemen Kewvalaksanaan BLK 106,0 0,0 00 0,0 1060
Organisasi
106,0 00 0.0 0.0 106,0 | Pusat

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

@1 | Rencana Kerja dan Anggaran 00 0,0
Penyusunan Rencona Kerja KE 0.0 0.0 00-00- D00 0.0 0.0 0.0
dan Anggaran 0000 D00
02 | Informasi Capaian Kinerja dan 0.0 a0
Anggaran
Evaluast Pelaksanaan KE 0.0 00 0000 00-00- 0.0 0.0 0,0
Kegiatan dan Angparan K00 0000
03 | Hasil Pengawasan dan Pemenksaan 0.0 0.0
Administrasi Umum dan
Administrasi Yustisial
Penyelenggaraan Pengawasan KE 0o 00| D0-00- 00-00- oo 00 0.0
dan Pemeriksaan 0000 DR
04 | Penataan Organisasi dan 0,0 0.0
Tatalaksana serta Reformasi
Birokrasi
Pelaksanaan Reformasi KE 0 0.0 OO DK 0.0 0.0 0.0
Birokrasi 0000 0000
Penvempurnaan Manafemen KE 0,0 0,0 -0 DX 00 0.0 no




o By A0S gt E e I A Er Y S pmp
) s O 7 5 (5 S PO
| iy’ | i £ : 0,0
Ml o i S Y Shalon s o SRR Rl L s e il o Bl b R T Ep—— : :

- iiE RS T ) L SRR S e e e e e |

Jakarta, 08 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Jenderal

-

Dr. Janedijri M. Gaffar, M.Si.f?
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1.Kementerian/Lembaga :

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

2. Program

3. Sasaran Program

4. Kegiatan

5. Unit Organisasi

6. Sasaran Kegiatan(Output)

TAHUN ANGGARAN 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Konstitusi RI

1.Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dalam Penanganan Perkara
Konstitusi

Pengelolaan Kerumahtanggaan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan
Ekspedisi

: Biro Umum

fifif

Layanan Pengelolaan BMN dan
Kerumahtanggaan
Presentase Penyesuaian =00
Laporan BMN Hasil
Rekonsialisasi
Tingkat Gangguan Keamanan 0,04
02 | Layanan Pengelolaan Arsip dan 3 Paket 1529 e
Naskah Dinas
Tingkat Lavanan Arsip dan 65
Naskah Dinas
03 | Lavanan Perkantoran 12 Bulan GO.006,5
Layanan
Tingkst Lavanan [

Layanan Pengelolaan BMN dan Ker

Pengelolaan BMN 6 15.1 90,6
Pembincan Kerumah fanggaan 2 324 64,8

02 | Layanan Pengelolaan Arsip dan Naskah Dinas 3 Paket 1529 | 3 Paket | 3 Paket | 3 Paket 162,0 17,7 182,0
Pembinaan Arstp Umum dan Yususial 4 382 1529
03 | Layanan Perkantoran 12 Bulan 60.006,5 12 12 12 643820 | 71.924.2 | 795398
Layanan Bulan Bulan Bulan

Layanan | Layanan | Layanan

Perkantaran

Penvelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan 26 23079

60.006,5




1554

0.0

4

Layanan Pengelolaan BMN dan

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

il

0,0

Layanan Pengelolaan BMN dan Ker 0.0 0,0 1554
Pengelolaan BMN BLK 90,6 0.0 0,0 0,0 90,6

90,6 0.0 00 0.0 50,6 | Pusat
Pembinaan Kerumah ianggaan BLK 64,8 0.0 0.0 0,0 64.8

64,8 0,0 0,0 0.0 648 | Pusat
02 | Layanan Pengelolean Arsip dan Naskah Dinas 1529 0,0 0,0 0,0 1529
Pembinaan Arsip Umum dan Yustisial BLK 1529 0.0 0.0 0.0 1529

152,9 0,0 0,0 0,0 152,9 | Pusat
03 | Layanan Perkantoran 60,0065 0,0 00 0,0 60.006,5
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan BLK 60.006,5 0.0 0.0 0.0 60.006,5

Perkantoran
60,0065 0,0 0,0 0,0 Pusat

Jakarta, 08 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Jenderal

0.0
Kerumahtanggaan
Pengelolaan BMN KE 0,0 0.0 O0-00- LILEVES a0 0.0 0,0
Q000 Q000
Fembinaan Kerumah tanggaan KE 0.0 0,0 00-00- 00-00- a0 0,0 an
0000 0000
02 | Layanan Pengelolaan Arsip dan 0.0 0.0
Naskah Dinas
Fembinaan Arsip Umum dan KE 0,0 00| 00-00- 00-0- 00 0,0 0.0
Yustisial 0000 0000
03 | Layanan Perkantoran 0.0 0.0
Penyelenggaraan Operasional KE 00 00| 0000 00-00- 00 0,0 0,0
dan Pemeliharaan D000 0000

Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si. p
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FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1.Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

2. Program

3. Sasaran Program

4. Kegiatan
5. Unit Organisasi

. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
" Mahkamah Konstitusi RI

1.Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dalam Penanganan Perkara
Konstitusi

: Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hakim dan Kepegawaian

: Biro Keuangan dan Kepegawaian

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

01 | Pembinaan dan Pengembangan SDM 9 Paket 5.268.5 —_—
Jumiah diklat teknis 10
penyeriaan yang
diselenggarakan
Jumlsh peserta yang 10
mengikuti program nintisan
gelar S2 dan 83
Jumiah Dikiat pimpman dan 2
diklat prajabatan vang diikuti
pegawai
Jumlzh pegawai yang 8
mengkuti intemnship ke MK
negara lain

02 | Layanan Pengelolaan Administras 3 Paket 7457 e

Kepegawaian
Tingkat Layanan Admumstrasi 75
Kepegawaian
Persentase Tersusunnya 100
Dokumen Dafiar Urut
Kepangkatan Pegawai
(3 | Layanan Pengelolaan Pelaksanaan 2 Paket 1558 -
Anggaran
Persentase (ersusunnya 100
Laporan Pertanggungjawaban
Bendzhara
Persentase tersusunnya 100
Laporan Penerbitan SPM
Persentase lersusunnys 100
Laporan Realisasi Anggaran
vang telah di rekonsiliasi
dengan Kementerian
Keuangan
Perseniase tersusunnya 100
Laporan Keuangan yang tepat
waktu dan sesum dengan
Standar Akumtansi
Pemenintahan
04 | Lavanan Perkantoran 12 Bulan 459810 —
Layanan
Tingkat Layanan Administrasi 75
Keuangan
Persentase Tersusunnya 100
Laporan Pelayanan Poliklinik
MK




7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

o1 Pembinaan dan Pengembangan SDM 9 Paket 52685 | 9Paket | 9 Paket | 9 Paket 56263 | 63093 67769
Pembinaan Dan Pengembangan Pegawai 9 5854 5.2685

02 | Layanan P Jol A i Kepeg: 3 Paket 7457 | 3 Paket | 3 Paket | 3 Paket 7904 B3TH REH,1
Taia Usaha Kepegawaian 3 2486 7457

03 | Lavanan Pengelolaan Pelaksanazn Anggaran 2 Paket 1558 | 2 Paket | 2 Paket | 2 Paket 165,1 1750 185,85
Administrasi keuangan 2 79 1558

04 | Layanan Perkantoran 12 Bulan 459810 12 12 12 706762 | 774912 | B4 981L%

Layanan Bulan Bulan Bulan
Layanan | Lavanan | Layanan

Pembayaran Gaji. Tunjangan 1 412168 412168
Penyelenggaraan Operastonal dan Pemeliharaan 12 397.0 47642
FPerkantoran

Bis e i
B. Sumber Pendanaan

o =
|

Pem dan FIIW SDM 5.268.5 0.0 0.0 0.0 52685
Pembinoan Dan Pengembangan Pegawai BLK 5.268,5 0,0 0.0 0,0 52685
5.268,5 0.0 0,0 0,0 5.268.5 | Pusat
02 Layanan Pengelol: Ad Key 7457 0,0 00 0.0 745.7
Tara Usaha Kepegawaan BLK 7457 0,0 0.0 0,0 7457
T45.7 0,0 00 0.0 745.7 | Pusatl
LIE] Layanan P Jolaan Pelak A 1558 0.0 0.0 0,0 1558
Administrasi kewangan BLK 1558 (i1} 0,0 00 1558
155.8 0.0 00 00 1558 | Pusat
123 Layanan Perkantoran 459810 a0 0,0 0.0 459810
Pembayaran Gafi, Tunjangan BLK 41.2168 a0 0,0 0,0 412168
41.2168 a0 00 0,0 41 216,8 | Pusal
Penyelenggaraan Op I dan Pemelih BLK 47642 0,0 0,0 0,0 47642 )
Ferkantoran
47642 0.0 a0 0.0 47642 | Pusa

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

01 | Pembinaan dan Pengembangan 0.0 0.0
SDM
FPembinaan Dan KE 0.0 00| 00-00- G000~ 0.0 0.0 00
Pengembangan Pegawal 0000 0000
02 | Layanan Pengelolaan Administrasi 0.0 0.0
Kepegawaian
Tata Usaka Kepegawaian KE 0.0 0.0] 00-00- 0= 0.0 0,0 0.0
000 0000
03 | Layanan Pengelolaan Pelaksanaan 0.0 0,0
Anggaran i
Adminisiras keuangan KE 0.0 0,0 0000 00-00- 0o 0,0 0.0




Lavanan Perkantoran 0.0 0.0
Pembayaran Gaji, Tunjangan 0,0 00| 00-00- 00-00- 0,0 0.0 0.0
0000 0000
Penyelenggaraan Operasional 0,0 00| 00-00- 00-00- 0,0 00 00
dan Pemeliharaan 0000 0000

Perkantoran

Jakarta, 08 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Jenderal
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FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016

1.Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

2. Program : gl;ogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi

1.Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang

3:Sasaran Frogram " berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
4, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
5. Unit Organisasi : Biro Umum

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

Presentase

n Gedung Kantor dan Rumah Neg;ra
yang tepat waktu

7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

[ ]

Gedung Kantor dan

I Gedung
Kantor dan Rumah Negara

BLK 1.006.5 0.0 0.0

Renovasi Gedung




ol |r B ahah

ilitasi/Pengs

Gedung Kantor dan Rumah Negm:

Renowvasi Gedung KE 0.0 00| 00-0-

00-00- 0,0 0.0 0,0
Q000

-

Jakarta, 08 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Jenderal
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FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016

1.Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI RI
. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi
" RI

1.Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang
berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

2. Program

3. Sasaran Program

4. Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung dan Perlengkapan Gedung
5. Unit Organisasi : Biro Umum

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

Presentase Pengadaun Barang
dan Jasa Sesuai Rencana

7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

ol Peralatan dan Perlengkapan Kanior 6 Paket 14.3755 6 6 6 288675 | 401626 | 347054

Paket | Paket | Paket
Pengadaan Peralatan dan Perlenghapan kantor 3 inss
Pengadaan Peralatan ICT 3 11.060,0

B. Sumber Pendanaan

o Peralatan dan Perlenghkapan Kantor 143755 0,0 0.0 00 143755
Pengadaan Peralatan dan Perlenghapan kantor BLK 33155 0,0 0,0 0.0 3.3155

33155 0.0 0.0 00 3.315,5 | Pusat
Pengadaan Peralatan ICT BLK 11.060.0 00 0.0 0.0 11.060,0

11.060,0 0.0 00 0,0 11.060.0 | Pusat

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

01 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,0 0,0
Pengadaan Peralatan dan KE 0.0 0,0 D00 001~ 0.0 0.0 00
Perfenghapan kantor 0000 000




.
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Sekretaris Jenderal
P

Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si. p
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FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016

1.Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSIRI
2. Program : Program Penanganan Perkara Konstitusi

1.Meningkatnya pelayanan penanganan perkara dan adminitrasi peradilan

3. Susaran Erogram dalam penanganan perkara konstitus

2.Meningkatnya kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan
kewenangan konstitusionalnya

Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan
4. Kegiatan : Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota dan
Perkara Lainnya

5. Unit Organisasi : Biro Humas dan Protokol

6.

01 | Penanganan Perkara PUU, SKLN, 208 10.056,7 -
Perkara Lainnya yang diputus Perkara
Presentase Jumlah Perkara 85
PUU, SKLN, dan Perkara
Lainnya yang diputus
02 | Penanganan Perkara PHPU Legislatif, 366 21.775.2 e
PHPU Presiden dan Wakil Presiden, Perkara
PHPU Gubernur, PHPU Bupati,
PHPU Walikota
Persentase Jumlah Perkara 100
PHPU Legislatif, PHPU
Presiden dan Wakil Presiden,
PHPU Gubernur, PHPU
Bupati dan PHPU Walikota
03 | Penelitian dan Kajian Perkara 4 Paket 29726 -
Konstitusi, Hukum dan Tata Negara
Persentase penyelesaian >85
Kajian Perkara
Persentase Penelitian tentang 100
Perkara Konstitusi, Hukum
dan Tata Negara
04 | Peraturan MK dan Petunjuk Teknis 2 Peraturan 6.726,6 =
dan 1 Dr
Jumlah Peraturan Mahkamah 2
Konstitusi
Persentase tersusunnya usulan 50
Rancangan Undang-Undang
MK
05 | Dukungan Pelaksanzan Tuges 12 Paket 273888 =
Konstitusional MK
Presentase Penyelesaian 100
Risalah Persidangan
Presentase Pemutan Putusan 100
MK Dalam Berita Negara
Presentase tersusunnya 100
Laporan Dewan Etik
Persentase terpenubinya 100
layanan persidangan jarak
Jauh
Tingkat Kematangan Sistem 65
Informasi dan Teknologi




ik

s et Gl il
Persentase Pemeliharaan =91

Peralatan ICT sesuai rencana

TH e : : Je ] ;

B. Sumber Pendanaan

0,0

= R D S P oy L8 e N LT TR o -] b LR 2] v | : ¥
01 | Penanganan Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya yang 205 Perkara 10.056,7 207 207 2 111703 | 11.170,3 | 11.278.2
diputus Perkara | Perkara | Perkara
Penanganan Perkara PUU, SKLN, & Perkara lainnya 205 49,1 10.056,7
02 | Penanganan Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan 366 Perkara 21,7752 152 228 300 09476 | 149213 | 19633 .4
Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, FHPU Perkara Perkara Perkara
Walikota
Penanganan Perkara PHPU Legistatif, PHPU Presiden 366 59,5 21.775.2
dan Wakil Fresiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupari,
PHPU Walikota
03 | Penelitian dan Kajian Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata 4 Paket 29726 | 4Paket 4 Paket 4 Paket JOIB0) 43170 47330
Negara
Peneli dan Penghafian Perkara K 2 1.100,7 2.201.5
Penyusinan Jurnal Konstitusi 4 113.3 4531
Pen, 1 Bukn dan Bahan Hukum Konstitusi dan 2 159,0 3180
Ketatanegaraan
04 | Peraturan MK dan Petunjuk Teknis 2 Peraturan 6.726,6 2 2 2 45156| 1890 20140
dan 1 Dr Peraturan | Peraturan | Peraturan
dan | Dr
4
Penyusunan Peraturan dan Petunjuk Teknts 2 1.750,0 35000
Peryusunan Rancangan Undang-Undang MK 1 3.226,6 3.226,6
05 | Dukungan Pelal Tugas K itusional MK 12 Paket 273888 | 12 Paket | 12 Paket | 12 Paket | 34.114,1 | 373477 | 469272
Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 12 22824 273888

01 Penanganan Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya 10.056,7 X 0,0 i 10.056,7
yang diputus
Penanganan Perkara PULL SKLN, & Perkara BLK 10.056,7 0,0 0,0 00 10.056,7
lainmya
10.,056,7 0,0 0,0 0,0 10.056,7 | Pusat
02 | Penanganan Perkara PHPU Legisiatif, PHPU 21.775.2 0.0 0.0 0.0 21.775.2
Presiden dan Wekil Presiden, PHPU Gubernur,
PHPU Bupati, PHPU Walikota
Penanganan Perkara PHPU Legisiatif, PHPU BLK 217752 0,0 0,0 0.0 21.775.2
Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur,
PHPU Bupati, PHPU Walikola
217752 0o 0,0 0.0 21.775.2 | Pusat
03 | Penelitian dan Kajian Perkara Konstitusi, Hukum 29726 0.0 0.0 0,0 19726
dan Tata Negara
Peneli dan Pengkajian Perkara K, BLK 22015 0,0 0.0 0.0 22015
22015 0.0 0.0 0.0 2201.5 | Pusat
Pempisunan Jurnal Konstitus BLK 4531 0,0 0,0 0.0 4531
453,1 0.0 0.0 0.0 453,1 | Pusat
Pengadaan Buku dan Bahan Hukum Konstitusi BLK 3180 0,0 00 0.0 3180
dan Ketatanegaraan
3180 0,0 0,0 0.0 318,0 | Pusat




04 | Peraturan MK dan Petunjuk Teknis 6.726,6 0,0 0.0 00 6.726,6
Penyusunan Peraruran dan Petunjuk Telnis BLK 3.500,0 0.0 0,0 0.0 3.500,0

3.500,0 0.0 0.0 0.0 3.500,0 | Pusal
Penyusunan Rancangan Undang-Undang MK BLK 32266 0,0 0,0 0,0 32266

32266 00 0.0 00 3.226,6 | Pusat
05 | Dukungan Pelal Tugas K | MK 273888 0.0 0.0 0.0 273888
Dulungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi BLK 273888 0.0 00 0,0 273888

273888 00 0.0 0,0 27.3888 | Pusal

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

T SIS RSO S CE o P

01 | Penanganan Perkara PUU, SKLN, 0.0 0,0

Perkara Lainnya yang diputus
Penanganan Perkara PULI, KE 0,0 00| 00-00- (-00- 0.0 0,0 0,0
SKIN, & Perkara lainnya 0000 0000
02 | Penanganan Perkara PHPU 0,0 0,0

Legislatif, PHPU Presiden dan
Wakil Presiden, PHPU Gubemur,
PHPU Bupan, PHPU Walikota

FPenanganan Perkara PHFPU KE 0,0 00 00-00- 00-00- 00 0.0 0.0
Legisiatif, PHPU Presiden dan 0000 0000
Wakil Presiden, PHPU
Gubernur, PHFU Bupati
PHPU Walikow

03 | Penelitian dan Kajian Perkara 0.0 0,0
Konstitusi, Hukum dan Taia Negara
Penelitian dan Penghajian KE 0.0 0.0 O0-00- 0001 an 0.0 0,0
Perkara Konstinusi 0000 0000
Penyusunan Jurnal Konstinusi KE 0,0 0,0 0000 00-00- 0.0 0,0 0,0
GO0 OO0

Pengadaan Bul dan Bahan KE 0o 00| 004 000 0.0 0,0 0,0
Hubum Konstitusi dan (L 0000 * 1
Ketatanegaraan

04 | Peraturan MK dan Petunjuk Teknis 0.0 00
Penvusunan Peraturan darn KE 0.0 00| 00-00- 00-00- 0.0 00 00
Petunjuk Telnis 0000 0000
Penyusunan Roncangan KE 00 00| 0000 D0-00- 0,0 0,0 0.0
Undang-Undang MK 0000 0000

05 | Dukungan Pelaksanaan Tugas 0,0 0,0

Konstitusional MK

Dwlungan Operasional Tuges KE 0.0 00 00-00- -0~ 0.0 00 0.0
Pokok dan Fungs: 0000 0000

Jakarta, 08 Mei 2015
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FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016

1.Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI RI
2. Program . Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

1.Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-
3. Sasaran Program . nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta

4. Kegiatan Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK

5. Unit Organisasi : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

e - =

| Ini 3 |

Pendidikan dan Pelatihan Hak
Konstitusional Warga Negara

16 11.707.9 09 -
Kegiatan

Presentase tersusunnya 100
dokumen perencanaan dan
pengembangan program dan
kurikulum pendidikan

Presentase tersususnnys 100
dokumen penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan hak
konstitusional warga negara

Tingkat Layanan Pendidikan 325
dan Pelatihan Hak
Konstitusional warga negara

Persentase tersusunnya 100
Laporan Evaluasi
Penyelenggarnan Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Tingkat Pemghaman Hak 70
Konstitusional Warga Negara
(Bagi Peserta Diklat)

02 | Diserminasi Perkara Konstitus: dan 3 Paket 6509
Putusan MK

Presentase tersusunya laporan 100
Diseminasi dan publikasi
perkembangan perkara
konstitusi dan putusan
Mahkamah Konstitus

7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

r

01 | Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga 16 Kegiatan 11,7079 24 39 29 23.176,5 | 20.787,6 | 26 5485
Negara Kegiatan | Kegiatan | Kegiatan

Perencanaan dan Pengembangan Program dan 5 95,3 4766
Kurtlaulum Pendidikan

Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatil 13 8463 11.001,7
Hak Konscimsional Warga Negara

Evafuasi dan Pelaparan Penyelenggaraan Pendidikan 1 296 2296
Pancasila dan Kenstinsi

02 | Dizeminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK 3 Paket 65949 | 3 Paker | 3 Paket | 3 Paket 89385 | 94752 10437




B

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

Pendidikan dan Pelatihan Hak
Konstitusional Warga Negara

01 | Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga 11.707.9 0,0 0.0 0.0 11.707.9
MNegara
P dan Pengembangan Program dan BLK 476,6 0.0 0.0 .0 4766
Kurikaslum Pendidikan
476,6 0.0 0.0 0.0 476.6 | Pusal
Penyel -aan Kegiatan Pendidikan dan BLK 110017 0,0 oo 0,0 11.001,7
Pelarihan Hak Konstitusional Warga Negara
11.001,7 0.0 o0 0.0 11,0017 | Pusat
Evaluasi dan Pelaporan Penvelenggaraan BLK 2296 00 0.0 0.0 2296
Pendidikan P I dan K
2296 0,0 0.0 0.0 2296 | Pusat
02 Disemninasi Perkara Konstitus: dan Putusan MK 65949 0,0 00 o0 65949
Diseminast Perkara Konstitusi dan Putusan ME BLK 65949 0,0 0,0 0.0 6.594.9
6.594.9 0,0 00 0.0 65949 | Pusat

Perencanaan dan
Pengembangan Program dan
Kurikulum Pendidikan

0.0

00-00-
0000

-0
{000

0.0

0.0

0.0

Penvelenggaraan Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Hak
Kansittusional Warga Negara

0.0

00

00
0004

-0
0000

0,0

0,0

0.0

Evaluasi dan Pelaporan
Penyelenggaraan Pendidikan
Pancasila dan Konsritusi

KE

00

0.0

O
0000

00-00-

0.0

0,0

0.0

Diseminasi Perkara Konstitusi dan
Putusan MK

00

0,0

Diseminasi Perkara Konstitust

dar Putusan ME

“P NIP. 196310251988021001
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